
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1466, 2018 KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Analis 

Pembiayaan dan Risiko Keuangan. 

 

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 50 TAHUN 2018 

TENTANG 

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan profesionalisme Pegawai 

Negeri Sipil guna melaksanakan tugas analisis di bidang 

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan, dan 

untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan 

Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko 

Keuangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional 

Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat 

Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4236); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat 

Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4852); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 2 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau 

Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau 

Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4597); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang 

Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan 

Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5202); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang 

Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga 

Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5265); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63); 

13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang 

Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama 

Pemerintah Dengan Badan Usaha yang Dilakukan 

Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 98); 

14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 164); 

15. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 

16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 89); 

17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang 

Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan 

Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga 

Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 167); 

18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
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Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 235); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN 

FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan 

pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu.  
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6. Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko 

Keuangan adalah jabatan yang mempunyai ruang 

lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk 

melakukan kegiatan analisis di bidang Pengelolaan 

Pembiayaan dan Risiko Keuangan. 

7. Pejabat Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko 

Keuangan yang selanjutnya disebut Analis Pembiayaan 

dan Risiko Keuangan adalah PNS yang diberikan tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk 

melaksanakan kegiatan analisis di bidang Pengelolaan 

Pembiayaan dan Risiko Keuangan. 

8. Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan adalah 

kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga 

negara, dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

9. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa 

surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun 

valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan 

pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 

masa berlakunya. 

10. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN 

adalah surat utang negara dan surat berharga syariah 

negara. 

11. Surat Berharga Syariah Negara adalah surat berharga 

negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, 

sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset 

SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta 

asing. 

12. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau 

Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, 

berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah 

dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan 

SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. 

13. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui 

utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman 

Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman 

www.peraturan.go.id


